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BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR /¢ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 50
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

a. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur, tugas,
fungsi dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang
Lebong untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk
disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Rejang Lebong.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);




10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017
tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 50 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG

LEBONG

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun
2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008
Nomor 86 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong,.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Rejang Lebong.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Rejang Lebong.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Rejang Lebong.

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang
Lebong.

9. Penanggung Jawab adalah Penanggung Jawab pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Rejang Lebong.

10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
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14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah
suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

(1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT Puskesmas mengintegrasikan program yang
dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
salah satu cara UPT Puskesmas mengintegrasikan program untuk
meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), UPT Puskesmas memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPT
Puskesmas berwenang untuk:

a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah
kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan,

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat
yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan
pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat,

f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia Puskesmas;

g memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga,
kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis,
psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses,
mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat
kepada Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan
dini, dan respon penanggulangan penyakit;

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
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1. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui
pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

(3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Puskesmas berwenang untuk:

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan
faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina
hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;

b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya
promotif dan preventif;

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu,
berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan
masyarakat;

d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan
kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan
lingkungan kerja;

e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif
dan kerja sama inter dan antar profesi;

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu
dan akses pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia Puskesmas;

i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan
sistem rujukan; dan

j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di wilayah kerjanva, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang
kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah
sakit pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(5) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), UPT Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

4, Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal
10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Kepala Tata Usaha,

c¢. Penanggung Jawab; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah Penanggung Jawab pada masing-masing UPT Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala UPT berdasarkan kriteria, kategori dan hasil kredensial tenaga
kesehatan dari Dinas Kesehatan.

(3) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 10B

(1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan seluruh
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di
satuan Kkerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan
prasarana, dan peralatan. ,

(2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas,

(3) Fenaqggung Jawab mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan
sesual dengan upaya/kegiatan Puskesmas yang menjadi tanggung
jawabnya.

(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menunjang tugas pokok
UPT Puskesmas sesuai dengan keahliannya masing - masing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan/atau tanggung
Jawab Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab dan Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4), diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

(1) Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat dan Kepala UPT
Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan jabatan eselon I1V.a atau
jabatan pengawas.

(2) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fu ngsional tenaga kesehatan
yang diberikan tugas tambahan.

(3) Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan
jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung
Jawab dan Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
sesuai dengan peraturan perundang — undangan.

Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal
21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPT, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana pada
UPT Puskesmas, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pengisian jabatan
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi dan mengoordinasikan
tindak lanjut pelaksanaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.




Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2  Juni 2020

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AH HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 Jua/ 2020

H. R. A. DENNI
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BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 593




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR

TANGGAL

4 TAHUN 2020

2 Jeni 2020

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

KELOMPOK  focommmrensnene KEPALA UPT
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA TATA USAHA
} r
PENANGGUNG JAWAB* | | PENANGGUNG JAWAB* | | PENANGGUNG JAWAB*

KOORDINATOR*

KOORDINATOR*

KOORDINATOR*

* Jumlah dan besaran Penanggung Jawab dan Koordinator ditetapkan oleh masing-
masing Kepala UPT berdasarkan knteria, kategori dan hasil kredensial tenaga
kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

BUPATI REJANG LEBONG,

MAD HIJAZI



